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KATA PENGANTAR 


Dewasa ini berbagai macam konflik atau sengketa timbul da- 
lam masyarakat. Konflik/persengketaan tersebut kadang- 
kadang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri, se- 
hingga mereka terpaksa pergi ke lembaga peradilan. Hal ini 
disebabkan oleh kesepakatan yang mereka buat di dalam 
kontrak, misalnya dalam berbagai kontrak atau perjanjian 
bisnis yang dibuat oleh para pihak, selalu mencantumkan 
klausula "Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan”, dan 
jarang melalui konsiliasi, arbitrase, atau mediasi. 

Bila kita cermati penyelesaian konflik/persengketaan me- 
lalui pengadilan butuh waktu relatif lama dan perlu biaya 
banyak. Oleh karena itu masyarakat mulai beralih ke metode 
Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, 
Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase) yang dikenal dengan is- 
tilah ADR (Alternatif Dispute Resolution). 

ADR relatif baru dikenal oleh masyarakat Indonesia, 
walaupun secara tak sadar kita sudah sering menyaksikan pe- 
nyelesaian sengketa dengan menggunakan cara-cara ADR da- 
lam masyarakat, namun metode penyelesaian ini belum di- 
kenal masyarakat. Untuk itu dalam buku ini akan mencoba 
menjelaskan secara komprehensif tentang Alternatif Penye- 
lesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, 
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Konsiliasi dan Arbitrase). Mulanya buku ini merupakan ma- 
kalah Penulis yang berjudul "Memantapkan Hukum Pe- 
nyelesaian Sengketa Alternatif” yang mencoba menjelaskan 
dan mengenalkan berbagai alternatif pemecahan masalah 
yang dilakukan di luar pengadilan (Non-Litigasi), yaitu bagai- 
mana cara memecahkan masalah dengan menggunakan 
prinsip-prinsip negosiasi di antara para pihak, atau pemecahan 
masalah dengan menggunakan mediasi, konsiliasi, dan lem- 
baga arbitrase. 

Alternatif pemecahan masalah kebanyakan dipergunakan 
dalam kasus-kasus Perdata atau Bisnis dan Pertanahan, karena 
masih dianggap lebih baik dibandingan dengan penyelesaian 
sengketa melalui lembaga formal seperti pengadilan, terutama 
biaya relatif lebih murah, proses penyelesaian relatif lebih 
singkat atau cepat. 

Oleh karena itu, melalui buku yang sederhana ini Penulis 
mencoba mengenalkan dan menjelaskan keempat cara ini, 
dengan mempelajari berbagai sumber literatur dan melalui 
berbagai penelitian yang pernah penuliskan lakukan. 

Demikianlah, mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat 
bagi kita semua dan saya ucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu sehingga penulisan buku ini 
selesai, terutama kepada Kelompok Kajian Hukum dan Bisnis 
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah menerbitkan 
buku ini. 


Palembang, Maret 2000 
Penulis, 


Joni Emirzon, SH., M.Hum. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB I 
PENDAHULUAN 


A. LATAR BELAKANG 


Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk 
memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, 
perselisihan atau konflik yang sedang mereka hadapi. Pe- 
nyelesaian sengketa dapat saja dilakukan oleh kedua be- 
lah pihak secara kooperatif, dibantu oleh orang lain atau 
pihak ketiga yang bersifat netral, dan sebagainya. 
Sebelum mengenal hukum tertulis, cara yang ditempuh 
adalah berdasarkan kebiasaan yang bersifat informal (Hu- 
kum Adat setempat), kemudian berkembang ke cara for- 
mal melalui lembaga peradilan berdasarkan hukum ter- 
tulis. Karena masyarakat makin meninggalkan cara-cara 
kebiasaan dan beralih ke cara-cara hukum, warga masya- 
rakat tersebut secara berangsur-angsur menggunakan cara 
penyelesaian sengketa yang diakui oleh Pemerintah, sebab 
cara itu dianggap lebih memberikan keadilan dan kepas- 
tian hukum. Misalnya di Amerika Serikat, para pihak 
menyelesaikan banyak sengketa/konflik, baik sengketa 
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publik dan swasta maupun sosial dan pribadi melalui 
litigasi di hadapan badan peradilan umum (Gary Good- 
paster, 1995:1). Demikian juga halnya di Indonesia, 
hampir semua sengketa baik yang bersifat pidana maupun 
privat diselesaikan di pengadilan. Hal ini dapat dibuktikan 
dengan banyaknya kasus yang diselesaikan melalui peng- 
adilan. Di samping itu, dalam klausula-klausula yang 
ditentukan dalam kontrak atau perjanjian, selalu diikuti 
dengan kata-kata, "Kalau terjadi perselisihan diselesaikan 
dengan musyawarah, apabila tidak tercapai kesepakatan 
diselesaikan di pengadilan... .” 

Dewasa ini penyelesaian sengketa/konflik sudah mulai 
beralih dari penyelesaian dengan cara nonlitigasi yang 
dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif atau 
Alternative Dispute Resolution (ADR). Seperti di Amerika 
Serikat, di Australia, hampir 90960 sengketa diselesaikan 
melalui non-litigasi, terutama di kalangan usahawan, de- 
mikian juga di Indonesia penyelesaian sengketa melalui 
lembaga ini sudah mulai tampak, terutama di kalangan 
usahawan, walaupun frekuensinya masih sangat rendah. 

Bila diperhatikan, berbagai macam cara penyelesai- 
an sengketa memiliki keunggulan dan kelemahan masing- 
masing, misalnya pencapaian konsensus bersama (com- 
munity consensus-finding) yang terjadi dalam Hukum Adat 
Indonesia. Keunggulannya, di samping menyelesaikan 
sengketa tertentu, juga membantu membangun dan 
melindungi komunitas. Kelemahannya, kadang pihak 
yang kalah dalam upaya memperoleh kesepakatan me- 
rasakannya sebagai bentuk pemaksaan yang terselu- 
bung, yaitu para pihak yang bersengketa dipaksa menye- 
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tujui demi kepentingan pihak komunitas. Pada beberapa 
kasus seperti ini, kebutuhan dan kepentingan pihak yang 
bersengketa mungkin tidak terpenuhi sama sekali. Hal 
ini tentunya merugikan pihak yang bersengketa. Bila- 
mana para pihak yang bersengketa berasal dari komunitas 
yang berbeda, mungkin tidak ada rasa kebersamaan atau 
timbul rasa kurang kepercayaan antar-komunitas untuk 
menyelesaikan sengketa melalui negosiasi dan diskusi. 
Dalam hal demikian, proses penyelesaian melalui 
pengadilan akan lebih baik. Apabila hakim yang mem- 
proses bertindak netral dan jujur, maka pihak-pihak yang 
bersengketa akan dengan senang hati menyerahkan per- 
sengketaannya kepada lembaga litigasi tersebut. Akan 
tetapi penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum 
biasanya mahal dan sangat menyita waktu serta dapat 
membangkitkan pertikaian yang mendalam, sedangkan 
penyelesaian sengketa melalui ADR masih dianggap relatif 
lebih murah dan cepat. Oleh karena itu, saat ini penggu- 
naan cara penyelesaian di luar pengadilan lebih dise- 
nangi dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan, teru- 
tama oleh kalangan usahawan. Ada beberapa kebaikan 
mekanisme ADR bila dibandingkan dengan penyelesaian 
sengketa melalui lembaga pengadilan, yaitu (Chistoper 
W. Moor, 1995:33-36): 


1. Sifat kesukarelaan dalam proses. 

2. Prosedur yang cepat. 

3. keputusan non-judicial. 

4. Kontrol oleh manajer yang paling tahu tentang ke- 
butuhan organisasi. 
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. Prosedur rahasia (confidential). 


. Fleksibilitas yang besar dalam merancang syarat-syarat 


penyelesaian masalah. 


7. Hemat waktu. 


0 00 


11. 


12. 


13. 


. Hemat biaya. 
. Perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja. 
10. 


Kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan ting- 
gi. 

Tingkatan yang lebih tinggi untuk melaksanakan 
kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil. 
Kesepakatan-kesepakatan yang lebih baik daripada 


sekadar kompromi atau hasil yang diperoleh dari 


cara penyelesaian kalah/menang. 


Keputusan yang bertahan sepanjang waktu. 


Selain dari faktor-faktor di atas, terdapat faktor lain 


yang menjadi alasan perlunya alternatif penyelesaian 


sengketa yaitu (Yahya Harahap, dkk., 1996:5-24): 


1. Adanya tuntutan dunia bisnis 


ND 


NM mw 


. Adanya berbagai kritik yang dilontarkan kepada lem- 
baga Peradilan. 


. Peradilan pada umumnya tidak responsif. 

. Keputusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah 
Kemampuan para Hakim bersifat generalis. 

. Adanya berbagai ungkapan yang mengurangi citra 


pengadilan. 
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7. Pencegahan terjadinya sengketa akan memperkecil 
sengketa. 


Bila kita amati perkembangan kegiatan bisnis saat ini 
yang menunjukkan jumlah ratusan transaksi setiap hari, 
persengketaan (dispute, difference) di antara para pihak 
yang terlibat tidak mungkin tidak terjadi. Setiap jenis 
sengketa apa pun yang terjadi selalu menuntut peme- 
cahan dan penyelesaian. Semakin banyak dan luas kegiatan 
perdagangan semakin banyak terjadi sengketa, yang berarti 
semakin banyak persoalan yang harus diselesaikan. Hal 
ini dapat kita amati di negara kita Indonesia, setiap ta- 
hun terdapat ratusan perkara yang menunggak (tidak ter- 
selesaikan) oleh Mahkamah Agung, baik perkara perdata 
maupun pidana, seolah-olah Lembaga Tinggi tersebut ti- 
dak dapat menyelesaikan tugasnya. Dengan demikian, 
diharapkan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang akan 
dibahas dalam buku ini akan lebih banyak berperan. 
Yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana pemantapan 
lembaga dan hukum penyelesaian alternatif di negara ter- 
cinta ini. Sedangkan di negara lain baik negara-negara 
yang sudah maju (developed countries) maupun negara- 
negara industri baru (new industrilized countries) telah 
menempatkan ADR sebagai the first resort dan pengadilan 
sebagai the last resort. 

Melalui metode deskripsi, dalam buku ini akan dike- 
mukakan berbagai pengertian, bentuk Penyelesaian Seng- 
keta Alternatif, perkembangan penggunaan Penyelesaian 
Sengketa Alternatif di Indonesia, dasar hukum penggu- 
naan penyelesaian alternatif, dan bagaimana proses pe- 
nyelesaiannya. 
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Aspek-aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai 


B. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN 


Fokus pembahasan buku ini adalah empat macam pola 
penyelesaian sengketa, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, 
dan arbitases mulai dari prinsip, pengaturan, dan proses 
penyelesaian masing-masing pola. Keempat pola tersebut 
memiliki keterkaitan satu sama lain, yang intinya adalah 
proses negosiasi. 


C. METODE PENULISAN 


Dalam penyusunan buku ini, penulis melakukan studi 
kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur dan ber- 
bagai ketentuan yang terkait dengan objek penulisan ini 
pula melakukan beberapa studi lapangan, serta berbagai 
seminar dan pelatihan (training) tentang Alternative Dis- 
pute Resolution yang telah penulis ikuti. 
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BAB II 


DASAR PERATURAN 
ALTERNATIF PENYELESAIAN 
SENGKETA 


Sebagaimana kita ketahui, penyelesaian masalah melalui 
lembaga-lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternatif 
Dispute Resolution/ADR) secara tak langsung sudah -berkem- 
bang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seperti nego- 
siasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, walaupun tidak persis 
sama dengan apa yang dilakukan di Australia atau di Amerika 
yang sudah melembaga. Lembaga-lembaga ini perlu dikem- 
bangkan untuk membantu atau setidak-tidaknya mengurangi 
beban Pengadilan dalam menyelesaikan perkara-perkara (per- 
data/bisnis) yang makin lama makin menumpuk dan bahkan 
tidak terselesaikan. 

Selain itu, mengingat Indonesia telah turut serta secara 
aktif, baik dalam lingkup regional dengan mendukung ter- 
wujudnya AFTA (ASEAN Free Trade Area) dan APEC (Asia 
Pacific Economic Cooperation) maupun dalam lingkup global 
dengan telah dikeluarkannya UU No.7 tahun 1994 tentang 
pengesahan Agreement of Establishing World Trade Organiza- 
tin (WTO), maka mau tak mau perlu diciptakan suatu 


mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan 
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efisien. Dengan kata lain alternatif penyelesaian sengketa 
khusus bisnis merupakan kebutuhan yang mendesak, meng- 
ingat intensitas hubungan bisnis dan investasi makin ramai 
dan konflik atau sengketa bisnis semakin sering terjadi. 

Dengan demikian lembaga penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan mendapat dasar hukum yang kuat dan aturan 
main perlu diberlakukan dan dimantapkan agar tidak terdapat 
ketimpangan dalam prakteknya. Untuk memantapkan 
eksistensi lembaga ini, perlu kita kaji bagaimana kedudukan 
Penyelesaian Sengketa Alternatif menurut hukum positif dan 
peraturan-peraturan yang ada, yang akan dibahas pada ulasan 
berikut. 


A. DASAR HUKUM PERATURAN 
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA 


Pancasila, sebagai dasar filosofi kehidupan bermasyarakat 
Indonesia, telah mengisyaratkan bahwa asas penyelesaian 
sengketa melalui musyawarah untuk mufakat lebih di- 
utamakan, seperti tersirat juga dalam Undang-Undang 
Dasar 1945. Selain itu, sumber hukum tertulis lain yang 
mengatur alternatif penyelesaian sengketa selama ini, 
khususnya arbitrase dapat ditemui di dalam Reglement op 
de Burgelijke Rechtvordering (RV). Ketentuan ini tetap 
berlaku sebelum ada peraturan baru, karena Peraturan 
Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 memungkinkan 
ketentuan-ketentuan ini tetap berlaku setelah kemerdekaan 
Indonesia. Hanya saja, RV ini akan dianggap sebagai pe- 
doman. Ketentuan RV yang berasal dari abad ke-19 se- 
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lama ini berlaku tanpa mengalami perubahan sehingga ti- 
dak dapat mengikuti perkembangan yang terus terjadi se- 
lama ini. Salah satu kekurangan dalam peraturan arbitrase 
ini adalah tidak diaturnya aspek-aspek internasional dari 
arbitrase, padahal hubungan-hubungan perdagangan in- 
ternasional semakin berkembang dengan berbagai klausula 
arbitrasenya yang kini telah menjadi peristiwa sehari-hari. 
Untuk menjembatani kekurangan dari RV tersebut saat 
ini Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi inter- 
nasional yang berkaitan dengan arbitrase internasional, 
seperti Konvensi Washington dengan Undang-undang : 
No. 5 tahun 1968, Konvensi New York diratifikasi dengan 
Kepres No. 34 tahun 1981. 

Meskipun terdapat keterbatasan dalam peraturan per- 
undangan di Indonesia pada masa ini, telah terjadi per- 
kembangan yang berarti berkenaan dengan penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase. 

Pada dasarnya, keberadaan Alternatif Penyelesaian Seng- 
keta telah diakui sejak tahun 1970, yaitu dalam Undang- 
undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan pasal 3 Undang-un- 
dang ini menyatakan, "Penyelesaian perkara di luar penga- 
dilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase), 
tetap diperbolehkan”, selain itu pasal 14 ayat 2 UU ini 
juga menyatakan bahwa, "Ketentuan dalam ayat 1 tidak 
menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara 
perdata secara perdamaian”. 

Untuk mewujudkan ketentuan pasal 3 dan 14 UU 
No.14 tahun 1970, pada tahun 1977 telah didirikan 
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atas prakarsa 
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Kamar Dagang dan Industri (KADIN). BANI memiliki 
peraturan prosedur arbitrase sendiri dan menyediakan 
suatu panel arbitrase. Sedangkan dasar hukum Negosiasi, 
Mediasi, dan Konsiliasi saat itu belum ada ketentuan 
perundang-undangannya yang secara tegas mengaturnya, 
hanya saja dalam dunia bisnis, praktek ADR bertumpu 


— pada ETIKA BISNIS, karena penyelesaian alternatif ini 


bukan badan peradilan resmi (ordinary court) yang me- 
miliki kewenangan memaksa. ADR hanya merupakan 
lembaga swadaya yang berkedudukan sebagai Extra Judi- 
cial (M.Yahya Harahap, 1996:9). Oleh karena itu, untuk 
mengembangkan ADR di Indonesia ada dua hal yang ha- 
rus segera dibenahi dan dikembangkan, yaitu: 


a. memperluas pengajaran dan penyebaran wawasan pe- 
ngetahuan mengenai hukum bisnis, yang terpadu de- 
ngan etika bisnis, 


b. meningkatkan nilai-nilai dan kesadaran etika bisnis ke 


segenap nilai-nilai dan kesadaran etika bisnis ke segenap 
lapisan masyarakat pengusaha besar dan kecil. 


Ditinjau dari segi hukum dan praktek bisnis, ada dua 
pokok pertanggungjawaban etika bisnis, yaitu: 


1. Pertanggungjawaban hukum (legal responsibility) yang 
beraspek pada : | 
a. pertangungjawaban perdata (civil Iiability), 
b. pertangungjawaban pidana (crime responsibility). 


2, Pertanggungjawaban sosial (social responsibility). 
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Meskipun tidak ada peraturan hukum atau undang- 
undang yang melarang suatu aktivitas tertentu, kejujuran 
budi yang luhur harus ditegakkan, demikian juga social 
responsibility harus dianggap lebih tinggi daripada hukum. 


PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG 
PENYELESAIAN SENGKETA 
ALTERNATIF 


Sebagaimana dijelaskan di atas, secara yuridis keberadaan 
Penyelesaian Sengketa Alternatif diakui, sehingga ada pe- 
luang untuk menyelesaikan sengketa atau konflik di luar 
pengadilan khusus kasus perdata atau bisnis. Akan tetapi 
yang perlu segera di laksanakan adalah aturan mainnya 
(rule of play) atau Undang-Undang tentang Alternatif 
Penyelesaian Sengketa tersebut. Aturan yang lama, seperti 
RV dirasa tidak cocok untuk saat ini. Apalagi aturan 
main tentang negosiasi dan mediasi, walaupun KUH 
Perdata menganut asas kebebasan berkontrak, itikad baik, 
persamaan di depan hukum, dan lain-lain, yang semua 
hanya dari aspek materil, tetapi aspek formil perlu di- 
wujudkan mekanisme atau aturan mainnya. Penyusunan 
Undang-Undang ini sudah dimulai beberapa tahun yang 
lalu oleh Proyek ELIPS, yaitu Rancangan Undang-Undang 
tentang Arbitrase. Namun demikian, masih diperlukan 
pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif 
khusus untuk mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan lain se- 
bagainya yang perlu dilembagakan maupun diatur dengan 
undang-undang, apalagi dalam dunia bisnis yang makin 
berkembang dan semakin kompleks permasalahannya, 
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hal demikian sangat diperlukan untuk menghindari mun- 
culnya persaingan yang tidak sehat. Oleh karena itu, ada 
beberapa hal yang harus kita lakukan untuk memantapkan 
lembaga dan hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di 


negara kita, yaitu: 


1). 


2 


3). 


4). 


Memasyarakatkan lembaga ADR di kalangan masya- 
rakat umum, khususnya masyarakat pengusaha yang 
relatif akan lebih banyak menggunakan lembaga ini 
dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Sedangkan ma- 
syarakat umum diharapkan menyelesaikan masalah 
keperdataan melalui lembaga ini agar nantinya daya 


kerja pengadilan lebih efektif, cepat, dan ringan. 


Memperluas pengajaran dan penyebaran pengetahuan 
tentang alternatif penyelesaian sengketa di Perguruan 
Tinggi, khususnya di Fakultas Hukum dan Fakultas 
Ekonomi. 


Membentuk lembaga-lembaga Alternatif Penyelesaian 
Sengketa yang sifatnya permanen di daerah-daerah, 
minimal Daerah Pemerintahan Kotamadya/Kabupaten 
di Indonesia, sehingga para pihak yang bersengketa 
tidak perlu lagi pergi ke BANI di Jakarta, cukup di 


daerah masing-masing. 


Membuka pelatihan-pelatihan ADR, untuk mencari 
calon-calon negosiator, mediator, arbitrator yang an- 


dal, dan lain-lain. 


Hal-hal tersebut di atas perlu cepat diantisipasi meng- 


ingat perkembangan aktivitas hidup bermasyarakat yang 
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semakin luas dan kompleks mengakibatkan lembaga peng- 
adilan tidak mampu menyelesaikan semua permasalahan 
yang diajukan masyarakat. apalagi ditambah dengan ada- 
nya globalisasi ekonomi, tumbuhnya pasar bebas, perda- 
gangan bebas, dan sebagainya. 

Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut telah 
diterbitkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hanya sayangnya 
undang-undang ini tidak mengatur secara rinci dan tegas 
tentang bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa 
kecuali mengenai arbitrase. UU ini sebenarnya lebih co- 
cok disebut UU tentang Arbitrase, karena UU ini hanya 
mengatur keberadaan lembaga arbitrase dan mekanisme 
proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sedangkan 
lembaga lain tidak. 

UU No. 30 Tahun 1999 mengatur penyelesaian seng- 
keta atau beda pendapat antar-para pihak dalam suatu 
hubungan hukum tertentu yang secara tegas menyatakan 
bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang tim- 
bul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum 
tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau me- 
lalui alternatif penyelesaian sengketa. 


C. PERKEMBANGAN PENGGUNAAN ADR DI 
INDONESIA 


Istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) relatif 
baru dikenal di negara kita. Sedangkan dasar hukum 
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negosiasi, mediasi, dan konsiliasi belum memiliki keten- 
tuan perundang-undangannya yang secara tegas meng- 
aturnya, hanya saja dalam dunia bisnis, praktek ADR 
bertumpu pada ETIKA BISNIS Indonesia, khususnya 
negosiasi, mediasi, dan arbitrase, padahal pola penyele- 
saian seperti ini biasa dilakukan di daerah-daerah pedesaan 
di Indonesia berdasarkan Hukum Adat. 

Hukum Adat di Indonesia sudah biasa dilakukan oleh 
warga pedesaan untuk menyelesaikan suatu perselisihan. 
Hanya saja istilah yang digunakan berbeda. Istilah yang 
dikenal dalam hukum adat tersebut adalah musyawarah 
untuk mufakat, yang pada hakikatnya sama dengan mela- 
kukan negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Misalnya, Kepala 
Desa atau Pemuka Adat setempat yang dimintai atau di- 
tugaskan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam 
masyarakat, baik perselisihan di bidang pertanahan, hutang 
piutang, perkawinan, warisan, dan sebagainya. Penyelesaian 
masalah tersebut dilakukan secara musyawarah dengan 
ditengahi oleh Kepala Desa atau Pemuka Adat. Penyele- 
saian sengketa tersebut didasarkan pada hukum adat 
setempat dan itikad baik dari para pihak dan penengah. 

Dewasa ini, perkembangan penyelesaian sengketa de- 
ngan menggunakan ADR mulai nampak dan dikenal 
oleh masyarakat Indonesia sebagaimana dapat kita lihat 
pada tataran masyarakat pedesaan di Sulawesi seperti di- 
uraikan dalam penelitian HMG. Ohorella dan kawan- 
kawan. Beberapa contoh kasus dalam penelitian tersebut 
banyak mengungkapkan kasus sengketa, khusus perdata 
(tanah, warisan, perkawinan, dan lain-lain) yang disele- 
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saikan di luar pengadilan melalui negosiasi, mediasi, dan 
arbitrase, seperti: 


1). Kasus kecelakaan mahasiswa-mahasiswi PIN-PTS di 
Ujung Pandang di mana penyelesaian kasus sengketa- 
nya dilakukan melalui negosiasi. 


2). Sengketa ganti rugi untuk pembangunan Kampus 
Baru Universitas Hasanuddin di Km 10 Tamalanrea 
yang diselesaikan melalui mediasi. 


3). Penyelesaian kasus sengketa perkelahian memperebut- 
kan air irigasi di Kelurahan Tanru Tedong melalui ar- 
bitrase. 


Selain kasus-kasus di atas, Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia (BANI), dalam satu dekade, sudah cukup ba- 
nyak menyelesaikan sengketa (sebagian besar sengketa 
bisnis), walaupun sebagian besar investor asing masih 
meragukan keberadaan BANI tersebut. Bila kita pelajari 
kontrak-kontrak investasi asing, yaitu kerja sama antara 
perusahaan asing dan perusahaan swasta nasional, peru- 
sahaan-perusahaan tersebut selalu menggunakan Arbitrase 
Internasional. Contoh-contoh perjanjian yang telah disele- 
saikan melalui penyelesaian sengketa melalui BANI adalah 
seperti (Felix OS, dkk., 1995:82-92): 


1). Perjanjian pinjam-meminjam antara suatu perusahaan 
di Swiss kepada peminjamnya perusahaan di Indone- 
sia. 
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